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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://ww.bapeda@pemda.diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor . 070/5325 Yogyakarta, 09 Oktober 2008
Hal - ljin Penelitian Kepada Yth.

Gubemur Prov. Kep. RIA U
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di  TANJUNGPINANG

Menunjuk Surat

Dari - Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor . 1660/V

Tanggal : 08 Cktober 2008

Perihal . ljin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/reseaich design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama - SRIAYU DHARMAWATI
No. Mhs. : 9042/H
Alamat Instansi  :  JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian :  SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN 2003 TERHADAP UU NOMOR 44
TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM DI

PULAU BATAM
Waktu 09 Oktober 2008  s/d 09 Pebruari 2009
Lokasi  Kepulauan RIAU ‘

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah

setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubemur DIY (Sebagai Laporan); NIP. 110 025913

2. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
3. Yang bersangkutan.
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BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JI. Basuki Rahmat Tel. 0771-318609 Fax. (0771) 318608

TANJUNGPINANG

REKOMENDASI
Nomor : 071/KESBANGPOL/2008 /080

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan

Riau, setelah membaca surat Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 070/5325 Tanggal 09 Oktober 2008. Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SRI AYU DHARMAWATI

Nomor Mahasiswa ;05059042

Fakultas /Jurusan ¢ Hukum

Alamat : JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian :  SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN 2003

TERHADAP UU NOMOR 44 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPNBM DI PULAU BATAM

Untuk melakukan penelitian di Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi
ini dibuat.
Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.

4. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak
yang terkait diharapkan untuk dapat memberi kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset / Pra
Riset ini.

DIBUAT DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL __: 20 Oktober 2008
A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

DAN KESBANGPH
o DAN LINMAS

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)
2. Walikota Batam
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam
. Ketua Otorita Batam
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam
. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam
. Dekan Fak. Hukum- UAJY
. Mahasiswa yang bersangkutan
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PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL
J1. Engku Putri No. 1 Kantor Walikota Batam Lt. III Telp. (0778 ) 466742, Fax. (0778 ) 466703, 461813
BATAM

Kode Pos : 29464

Batam, 21 Oktober 2008

Kepada Yth:
Nomor : 547 /PerindagESDM.BP2/X/2008 D:i:naFakultas Hukum
Perihal : Pelaksanaan Wawancara Riset Universitas Atmajaya Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Bersama surat ini diinformasikan bahwa nama dibawah ini:

Nama : SRI AYU DHARMAWATI

Nomor Mahasiswa : 05059042

Fakultas/Jurusan  : Hukum

Alamat : J1. Mrican Baru 28 Yogyakarta/

Judul Penelitian  : SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN
2003 UU NOMOR 44 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPNBM DI PULAU
BATAM

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswe

tersebut diatas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

% mla\Dmas
/Kép

la\g\E(ogram




Kamar Dagang dan Industri Kota Batam

(Batam Chamber of Commerce and Industry)
Graha Kadin, JI. Engku Putri, Blok A, Lt. || Batam Centre, 29461
Tel. : 0778 - 468181, Fax. : 0778 - 468182
Website : www.kadinbatam.or.id
E-mail : info@kadinbatam.or.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 005/Sket-DE/X/2008

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 071/KESBANGPOL/2008/080 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian, maka dengan ini
Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam menerangkan bahwa:

Nama : Sri Ayu Dharmawati

Nomor Mahasiswa : 05059042

Fakultas /Jurusan . Hukum ;

Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta ,

Judul Penelitian - Sinkronisasi Berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 Terhadap UU
Nomor 44 Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengenaan
PPN dan PPNBM di Pulau Batam.

Telah melakukan penelitian di Kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam pada tanggal 27
Oktober 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 27 Oktober 2008

Kamar Dagang dan Industri Batam
'~ . Direktur Eksekutif

) gl 1o
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" Achyar P. Nasution



REPUBLIK INDONESIA
OTORITA :NGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
pam Centre, Pulau Batam 29400. PO. Box. 151
Telp. (78) 462047, 462048. Fax (0778) 462240, 462456

P L —

Nomor
Lamp.
Perihal

: B/%33 /pE/X/2008
Pelaksanan Riset/Penelitian. Dekan Fakultas Hukum

Batam, &% Oktober 2008

Kepada Yth,

Universitas Atmajaya Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Menunjuk drat Saudara nomor : 1662/V tanggal 08 Oktober 2008 perihal : Ijin
Riset, ber@ma ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima seorang

mahasiswiatas nama :

- Sri Ayu harmawati - Program Hukum Kenegaraan,
Nim. 902/H Pemerintahan

untuk n2laksanakan riset di Otorita Batam terhitung mulai tanggal
27 s/d 280ktober 2008 dalam rangka penyusunan skripsi.

Untuk ke2ngkapan administrasi diminta Mahasiswi tersebut agar menyerahkan
biodata ying dilengkapi dengan foto ukuran 3x4 berwarna.

Perlu kani informasikan bahwa karena keterbatasan fasilitas yang ada, Otorita
Batam ticak menyediakan akomodasi, transportasi, dan asuransi selama yang
bersangk(tan melaksanakan riset di Otorita Batam.

Demikian dsampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

IRQ KEPEFAWAIAN,
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM

J1. Kuda Laut — Batu Ampar Telp. (0778) 452009 .
BATAM Fax. (0778) 427708
T e ————————————————————
Nomor : S-830 /WPJ.02/KP.0801/2008 27 Oktober 2008
Lampiran : -

Hal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Nomor:1664 / V tanggal 8 Oktober 2008 perihal ljin Riset atas nama :

Nama : Sri Ayu Dharmawati

Nomor Mahasiswa : 9042 /H

Fakultas / Jurusan  : Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Alamat : J1. Mrican Baru No.28 Yogayakarta

Judul Skripsi : Sinkronisasi berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 terhadap UU Nomor

44 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap Pengenaan PPN dan PPnBM
di Pulau Batam.

Dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam memberikan izin kepada
mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan risetnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Batam, dengan ketentuan bahwa segala informasi yang diperoleh hanya dipergunakan untuk
kepentingan ilmiah dan akademik, tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud dan tujuan
lain.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pj. Kepala Kantor,
Asprilantom{ardiwidodo
NIP. 060077817

Visi DJP : Misi DJP
Menjadi Institusi Penierintah yang menyclenggarakan Sistem Administrasi Menghimpun peacrimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajaka
Perpajakan Modern yang elektif.efisicn, dan diperenyn masynekat deapan ietepeitas vang sivmpu mewujsdkian kesudivian Pentbiayaan Anppparan Pendapatan da

dun profesionalisie yang tinggi Helwmjn N meladoi sistem administass pespagshan vang etehGe dan elisic





